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ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu harus dijaga dengan sungguh-
sungguh. Tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan
jwa dari kedua mempelai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan membatasi usia nikah yaitu 19 tahun bagi kedua calon mempelai yang
akan melaksanakan pernikahan. Namun Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 memberikan peluang nikah di bawah umur dengan mengajukan
dispensasi ke Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak
yang masih dalam kandungan. Pada prakteknya, masih ditemukan pengabulan
dispensasi nikah oleh hakim di antaranya pada perkara penetapan nomor
126/Pdt.P/2019/PA.Btl. Alasan dikabulkannya, karena pemohon mengaku anak
kandungnya telah melakukan nikah sirri sejak bulan Februari 2019 dan sekarang
calon istri sedang hamil 3 bulan.

Pokok masalah penelitian ini, Pertama, apa landasan hukum serta pertimbangan
hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah. Kedua, bagaimana
perspektif  magqgasid  asy-syari’ah  dalam  penetapan  perkara  Nomor
126/Pdt.P/2019/PA.Btl.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research) vyang bersifat deskriptif-analitik, menggunakan
pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatannya
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum dan pertimbangan Majelis
Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menggunakan Pasal 7
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, nikah dini
diperbolehkan dengan syarat mengajukan dispensasi nikah. Alasan utama
pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bantul adalah dalam rangka
mengurus Akta Kelahiran calon anak mereka di samping untuk mendapatkan
kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Hakim merujuk pada
Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI,
sejalan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan ~ Anak yang menyebutkan, “Negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak”. Substansinya Majelis Hakim memberikan
kepastian hukum untuk kelahiran si calon anak sehingga mengesampingkan status
kedua orang tua yang hendak melaksanakan pernikahan pada usia anak.
Sedangkan penetapan dispensasi nikah jika dilihat dari perspektif magasid asy-
syari’ah tidak sesuai karena terdapat beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan
yaitu, hifz al-‘aql, hifz al-mal, hifz an-nasl.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Magasid
Asy-Syari’ah, PA Bantul, Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl.
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Dengan mengucap syukur Kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah
sehingga diberikan kemudahan dalam menulis skripsi ini. Sholawat serta salam
semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini sepenuhnya saya persembahkan kepada kedua mutiara yang sangat
berharga di dalam hidupku serta sebagai pahlawanku bapak Abdul Hamad dan ibu
Maimunah, S.Ag. serta almarhumah kakak perempuanku Siti Fatimah Fajrin,
S.Ag, M.Ag. serta adik perempuanku Shafira Adelia Safutri yang selalu
mendukung dan memberikan semangat. Teruntuk kedua orang tuaku, ku haturkan
beribu ucapan terima kasih untuk segala yang telah engkau berikan kepada saya.
Berkat, do’a, motivasi, dukungan, dan segala pelun Kkeringat yang selalu
mengiringi  setiap langkahku sampai saat ini dapat menyelesaikan penyusunan
skripsi dari awal hingga terselesaikan. Tak lupa pula kepada pihak terkhusus sobat
ngopi, sobat galau, dan sobat healing yang setiap hari setiap saat menyemangati
agar skripsi ini dapat terselesaikan. Dan yang setiap saat saya repotkan untuk
membantu penyusunan  skripsi ini. Terimakasih beriringan do’a terbaik ku

haturkan untuk kalian semua.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi  huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat

Pendidikan dan

Kebudayaan

keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Republik

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor:

158/1987 dan

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan
o Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& sa’ S s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
c Ha’ H Ha (df)r;gvsgh)titik di
c Kha’ KH Kdanh
> Dal D De
5 Zal Z Z (dengan titik di atas)
) Ra’ R Er
B Za’ A Zet
o St S Es
o Syin SY Es dan ye
o sad g Es (debngv?lgh;itik di
2 Dad D De (d(:)r;gvsgh)tnlk di
5 T3’ T Te (d%r;%z\ilgh;mk di

Vii




5 75 7 Zet (dengan titik di
' bawah)

d ‘Aln ‘ Koma terbalik ke atas

¢ Gam G Ge

o Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M ‘em

o Nin N ‘en

9 Wawu w W

2 Ha’ H Ha

c Hamzah y Apostrof

83 Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

33304

@

s

Ditulis

Ditulis

Muta addidah

‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata
1. Bila ta’ marbutah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
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ERSN Ditulis Hikmah
VRN Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ marbitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan h

HRPNERES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbiutah hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t

),Lé” 885 Ditulis Zakat al-fitr

. Vokal Pendek

- Fathah .
- Ditulis A
Kasrah .
- Ditulis I
‘ Dammah o
= Ditulis U
Vokal Panjang
fathah+alif Ditulis A
1
Llala Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A
2
(i Ditulis Tansa




3 Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
NES Ditulis Karim

A dammah+wawu mati Ditulis U

s Ditulis Furiid
F. Vokal Rangkap

) fathah+ya’ mati Ditulis Al
iy Ditulis Bainakum

5 fathah+wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (‘)

1 Il Ditulis a’antum

2 SR ¢l Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

Olod Ditulis Al-Qur’an

okl Ditulis Al-Qiyas




2. Bila kata sandang Alif+Lam dikuti

Syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

AP

9‘#3"

Ditulis

Ditulis

as-Sama

as-Syams

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata  dalam kalimat menurut  bunyi  atau
pengucapannya.
a8l (55 Ditulis Zawi al-furid
AL A Ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,

syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku al- Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh.
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d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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Alhamdulillah  segala puji bagi Allah SWT, vyang senantiasa memberikan
karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya
kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TinjauanYuridis
Normatif Terhadap Penetapan PA Bantul Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl Tentang
Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur”.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, Kkeluarga, sahabat, dan selurun umatnya yang telah memberikan jalan
kebenaran kepada manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan
program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam  penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan,
bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis
sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluaga
Islam fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si, selaku dosen pembimbing akademik
sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan
do’a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan
koreksi dengan penuh  kesabaran mengarahkan penulis  dalam
menyelesaikan skripsi ini.

Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
telah memfasilitasi kebutunan akademik serta memberikan wawasan
akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Selurun narasumber (staff) di Pengadilan Agama Bantul yang telah
meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini
bisa selesali.

Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah
menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu
langkah yang selalu diberkahi oleh Allah SWT.

Kepada teman-teman marbot Masjid Al Yusra SDN Ambarukmo yang

sama-sama belajar dan mengabdi di jalan Allah.
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9. Kepada bapak/ibu guru beserta jajaran staff di lingkungan SDN
Ambarukmo, dan bapak/ibu warga RT 01 dan 02 Ambarukmo yang telah
memberikan banyak pelajaran dalam hidup dan membimbing dalam
bersosialisasi di kehidupan bermasyarakat.

10. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-
persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun
tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian ungkapan rasa hormat dan terimakasin yang penulis sampaikan,

semoga segala jasa dan kebaikan beliau menjadi ladang pahala bagi diri dan

keluarganya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih

Yogyakarta, 27 Oktober 2022 M.
01 Rabiul Akhir 1444 H.

Yang menyatakan,

Muhammad Muta’ Ali Jabbar Arafat
NIM. 17103050087
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang suatu perkawinan dalam posisi yang sangat penting.
Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada setiap makhluk
hidup ciptaan Allah baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan.! Allah SWT.
berfirman :

2 Osalay ¥ Las 5 aguadil (e s ia )V il Laa LedS 215501 38 31 o

Dalam konteks kehidupan manusia, perkawinan menjadi salah satu
budaya dan gharizah (naluri) yang bertujuan untuk melanjutkan keturunannya
dalam kehidupan sosial dan masyarakat.®> Perkawinan bagi umat manusia
adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral
pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.® Seseorang yang
melangsungkan akad perkawinan bukan semata-mata untuk melampiaskan
hasrat nafsu birahi yang ada dalam jiwanya saja, melainkan untuk meraih
ketenangan jiwa, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami
istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam hingga akhir

hayatnya.

! said Abdullah al Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka
Amani, 2002), him. 1.

2 Yasin (36): 36.

® Hilma Hadi Kusuma, Hukum Pernikahan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990),
him 11.

* Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat I,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), him 7.



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan adalah “akad
yang sangat kuat atau mitsagon galizan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk  memenuhi
petunjuk agama, yang artinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan
secara berpasang-pasangan agar dapat saling berhubungan antara satu sama
lain, dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan
dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
Perkawinan juga merupakan suatu jalan terbaik yang dapat menjauhkan diri
seorang muslim dari segala dorongan syahwat yang dapat mendekatkan diri
dari perbuatan zina.®

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum perkawinan di Indonesia tidak
hanya menilai sah secara agama saja, akan tetapi harus sesuai juga dengan
hukum (aturan) yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif figh munakahat,

sebuah perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat nikah, di antaranya

° Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
2010), him. 114.

® Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), him. 20.



yaitu: adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang
saksi, dan ijab kabul.’

Berdasarkan perundangan di Indonesia, syarat perkawinan terdiri dari
dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formil® Salah satu contoh syarat
materiil adalah pembatasan umur kedua calon mempelai, sedangkan salah
satu contoh syarat formil yakni dengan dicatatkan di pegawai pencatatan
nikah.

Dalam hukum Islam, batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak
disebutkan secara pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita
yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah baligh (dewasa).
Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 6 :

T aell sal agall | 5a8dld 10 ) agie ol (8 #\KE | galy 131 s alid) ) il

Dari kandungan ayat tersebut, al-Qur’an secara tersirat memang tidak
menetapkan umur nikah sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Satu hal yang ditekankan dalam al-Qur’an yaitu baligh, baik secara biologis
maupun psikis. Salah satu ciri tanda seseorang dapat dikatakan baligh secara
biologis yaitu jika laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, sedangkan
perempuan ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi. Sedangkan ciri

dari segi psikis yaitu cerdas dan sehat akal.

" Ibid., him. 46-47.

8 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Cet I,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 272.

° An-Nisa’ (4): 6.



Namun dalam hukum perkawinan di Indonesia, pemerintah telah
menetapkan peraturan tentang batasan usia nikah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya
diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.°

Syarat perkawinan berikutnya vyaitu syarat formil. Sebagai langkah
terpenuhinya syarat formil, undang-undang tentang perkawinan di Indonesia
telah menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang muslim
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum
Islam, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 serta dicatat menurut ayat (2) pada pasal yang sama. Setelah itu
sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW yakni dengan mengumumkan
melalui walimah dengan tujuan agar diketahui oleh orang banyak dengan
harapan agar tidak timbul adanya fitnah. Akan tetapi, dalam kenyataanya
masin  sering dijumpainya perkawinan yang dilakukan dengan tidak
mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Seperti
halnya perkawinan yang dilakukan secara sirri.

Nikah sirri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan
aturan hukum agama atau adat istiadat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi

pada kantor pegawai pencatatan nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)

% Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).



bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang
beragama non muslim.*

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah sirri dianggap sah menurut
hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun
perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Akibatnya dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada di
negara Indonesia, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan dan di sisi
lain perkawinan tanpa dicatat pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.
Abdul Ghani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuali
dengan magashid syariah, karena terdapat beberapa tujuan syari’ah yang
dinilangkan. Di antaranya, perkawinan itu harus diumumkan (diketahui
khalayak ramai), adanya perlindungan hak untuk perempuan (istri), untuk
kemaslahatan  berumah tangga, adanya persyaratan dalam pernikahan
poligami harus mendapat izin dari istri pertama.?

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, perkawinan sirri merupakan salah
satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung banyak yang
mengutamakan  kepentingan-kepentingan  subjektif, sehingga tidak sedikit
perkawinan tersebut menimbulkan dampak negatif, seperti tidak jelasnya
status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran

perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau

1 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya, (Jakarta: Visimedia, 2007), him. 22.

12 rfan Islami, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, Journal
Adil, Vol. 8 No. 1, 2007, him. 77-78.



bukti akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama

(KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Sebenarnya banyak faktor alasan yang menyebabkan seseorang tidak
mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Adapun
macam-macam alasan terjadinya perkawinan sirri dalam praktiknya, yaitu:

1. Ditujukan untuk sementara waktu saja, sebagaimana perkawinan yang
terikat dengan perjanjian kerja yang menyebabkan salah satu pasangan
atau keduanya harus menunda pengumuman pencatatan perkawinannya.

2. Perkawinan sirri karena salah satu pasangan atau kedua pasangan
tersebut lantaran masin menempuh jalur sekolah atau belum cukup
dewasa. Sehingga diharapkan adanya ikatan pernikahan terlebih dahulu
lalu dikemudian hari melangsungkan pengumuman atau pencatatan
perkawinan.

3. Perkawinan sirri yang dilakukan karena faktor istri pertama belum
kunjung dikaruniai anak. Sehingga dia terkendala dengan peraturan yang
berlaku dalam hal ini aturan perkawinan, atau menyangkut jabatan dan
kepegawaian.

4. Nikah sirri karena telah terjadi hubungan di luar nikah, dan terpaksa
dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya.

5. Nikah sirri dengan kedok mempermainkan atau hanya sebatas bersenang-
senang dengan pasangan, kemudian lalai hingga mengabaikan hak-hak

perempuan sebagai istrinya.



6. Nikah sirri karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar biaya
administrasi  pencatatan perkawinan. Asumsi biaya pernikahan terlalu
mahal, sehingga lebih memilih nikah sirri. Walaupun sebetulnya masalah
biaya bisa saja menjadi gratis asal ada surat keterangan tidak mampu dari
desa/lurah. Bahkan tidak jarang juga terdapat program nikah massal
gratis.*®
Namun realita yang ada menunjukkan fakta yang sebaliknya, pernikahan

dini masih sering kali terjadi dengan berbagai faktor yang menjadi argumen

justifikasinya. Bahkan tidak sedikit pula orang melakukan nikah dini dengan
melalui perkawinan sirri sebagai jalan alternatifnya. Dalam penelitian Husein

Muhammad, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan nikah muda ini

masih berlangsung, antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor

yang terakhir ini, menurutnya, orang seringkali mengaitkannya dengan
pengarun norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat
sekitarnya.!*  Pernikahan dini juga seringkali mendapat legitimasi dari
tindakan hakim yang seringkali mengabulkan adanya permohonan dispensasi
nikah. Sebagai bukti salah satunya adalah penetapan pengadilan Agama

Bantul  nomor  perkara  126/Pdt.P/2019/PA.Btl yang  mengabulkan

permohonan dispensasi nikah.

Dalam berkas duduk perkara pada kasus tersebut diceritakan bahwa

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya (laki-laki berusia 18 tahun 7

13 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 395.

4 Husein Muhammad, Figh Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2007), him. 89.



bulan, calon istri berusia 17 tahun 8 bulan) kemudian mengajukan
perkawinan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 17 Oktober 2019 namun
ditolak dengan alasan calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun,
sebelum akhirnya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 28 Okober 2019. Pemohon mengaku
pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya
telah berkenalan sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu dan hubungan
mereka telah sedemikian eratnya, bahkan telah menikah secara agama (sirri)
pada bulan Februari 2019 dan kondisi istri sedang hamil 3 bulan selepas
menikah.

Berangkat dari kasus pengabulan dispensasi nikah terhadap pasangan
nikah sirri di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Untuk
mengungkap fakta yang ada, dan mengetahui landasan hukum serta
pertimbangan yang menjadi dasar pemberian dispensasi usia perkawinan
yang disetujui oleh hakim, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian
dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauvan Yuridis
Normatif Terhadap Penetapan PA Bantul Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl

Tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur.”



B. Rumusan Masalah

Berangkat dari persoalan di atas, penulis membatasi masalah mengenai
alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Alasan
penulis membatasi penelitian ini agar lebih fokus terhadap landasan hukum
serta pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara
dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019.

Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada penerapan konsep magasid
asy-syari’ah terhadap penetapan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl. Dari
latarbelakang tersebut maka di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan hakim
Pengadilan Agama Bantul dalam mengabulkan permohonan dispensasi
nikah dalam perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl ?

2. Bagaimana perspektif magasid asy-syari’ah terhadap penetapan perkara

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Pustaka

1. Tujuan Penelitian
Dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan

sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan landasan hukum serta pertimbangan yang
digunakan hakim  dalam  menetapkan  perkara Nomor
126/Pdt.P/2019/PA.Btl tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan

Nikah Sirri Di Bawah Umur.
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b. Untuk menjelaskan dan menganalisa penerapan konsep magasid asy-
syari’ah terhadap penetapan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai
berikut :

a. Diharapkan dapat memberikan wawasan serta referensi penunjang
untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan landasan hukum
serta pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah pada
perkara nikah sirri di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama
Bantul.

b. Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang luas
khususnya bagi penulis, terhadap penetapan perkara Nomor
126/Pdt.P/2019/PA.BLl. jika dikaitkan dengan konsep magasid asy-

syari’ah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menelusuri beberapa skripsi dan
karya tulis ilmiah lainnya yamg memiliki korelasi yang sama dengan
penelitian skripsi ini. Dalam penelusuran skripsi atau karya tulis ilmiah yang
terdahulu mengenai pemberian dispensasi nikah pada perkawinan sirri di
bawah umur memang sudah pernah ada yang meneliti. Tetapi dalam hal ini
yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi serta

materi pembahasan yang ada di dalamnya.
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Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Andika SN, mahasiswa Fakultas
Hukum, Universitas Airlangga tahun 2014, berjudul ‘“Perkawinan Sirri Anak
Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam.”*® Penelitian ini
membahas tentang perkawinan sirri di bawah umur yang merujuk pada
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang
kemudian dianalisis sendiri dengan cara studi kepustakaan melalui buku-buku
literatur, karya ilmiah, pendapat para ahli dll. Penelitian ini  memiliki
kesamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu sama-sama mengkaji
tentang perkawinan sirri di bawah umur dengan tinjauan yuridis. Akan tetapi
yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada analisis yang
digunakan dan studi kasus penelitian. Karena pada dasarnya penulis
menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai
tinjauan yuridis terhadap penetapan hakim atas pemberian dispensasi nikah
pada pasangan nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul dan
analisis maqasid asy-syari’ah sebagai tinjauan normatif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ary Ardila berjudul “Analisis Yuridis
Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah
Umur  Dalam  Penetapan  Pengadilan Agama  Kraksaan =~ Nomor:

032/Pdt.P/2011/PA.Krs.”'® penelitian tersebut menjelaskan tentang analisis

1 M. Andika SN, “Perkawinan Sirri Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum
Perkawinan Islam”, Skripsi Universitas Airlangga, 2014.

' Ary Ardila, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah
Sirri Di  Bawah  Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:
032/Pdt.P/2011/PA.Krs.”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
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yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di
bawah umur yang merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai pertimbangan hakim dalam menolak
permohonan dispensasi nikah bagi pasangan sirri di bawah umur. Penelitian
ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu sama-
sama mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap dispensasi nikah bagi
pasangan nikah sirri di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama.
Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada
penolakan kasus yang diperiksa serta tinjauan yuridis mengenai batas usia
perkawinan yang masih mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ahmad Badrut Tamam yang berjudul
“Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung,
Panceng, Gresik.”*” Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa adanya faktor
pengarun media (utamanya media elektronik) yang mempengaruhi terhadap
gaya hidup dan pergaulan remaja di desa tersebut sehingga masyarakat di
sana beranggapan bahwa menyegerakan perkawinan adalah upaya untuk
mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Pencegahan bahaya
lebih baik dilakukan sebelum terlambat (ungkap Bpk. Shohibul Imam, salah
satu tokoh masyarakat desa Petung). Alasan lain disebutkan bahwa mereka
lebih memilih nikah sirri sebagai solusi karena mereka beranggapan bahwa

jalur yang telah digariskan oleh Undang-undang yaitu dengan cara meminta

17 Ahmad Badrut Tamam, Nikah Sirri : Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa
Petung, Panceng, Gresik, Journal Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1, 2010, him. 45.
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dispensasi dari Pengadilan Agama terlalu ribet untuk ditempuh dan
menghabiskan dana yang tak sedikit. Selanjutnya ketika usia mereka telah
dianggap memenuhi usia minimal untuk menikah, barulah pernikahan
tersebut dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.'® Penelitian ini
memiliki persamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu sama-sama
membahas tentang perkawinan sirri di bawah umur. Akan tetapi yang
membedakan dengan penelitian ini yaitu terletak pada budaya adat
masyarakat sana yang lebih melegalkan status perkawinan sirri dengan alasan
untuk mencegah bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas serta proses
pengajuan dispensasi nikah yang dinilai ribet dan menghabiskan biaya yang
tidak sedikit. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang landasan
hukum serta pertimbangan yang digunakan hakim terhadap remaja yang telah
melakukan perkawinan sirri di bawah umur dan kemudian mengajukan
permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Jamaludin dengan judul “Peran KUA
Dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten

Lampung  Timur'™*?

penelitian  tersebut menjelaskan tentang penguatan
kelembagaan KUA dalam mengatasi perkawinan sirri di kecamatan Metro
Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini memiliki persamaan

dengan penrelitian yang penyusun tulis, Vyaitu sama-sama terjadinya

perkawinan sirri. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis

18 |bid., him. 55.

19 Jamaludin, “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kecamatan Metro Kibang
Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
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yaitu terletak pada objek kajiannya. Penelitian Jamaludin lebih menekankan
kepada peran KUA dalam mengatasi maraknya perkawinan sirri yang terjadi
di Kecamatan Metro Kibang, Lampung., sedangkan penelitian penulis lebih
memfokuskan pada tinjauan yuridis normatif terhadap penetapan hakim
dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada pasangan nikah sirri
di bawah umur.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Patimah Nurmayasari Rahmatiah dengan
judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Di Bawah

Umur.?°

Penelitian tersebut mendeskripsikan dan mengeksplorasi bahwa
isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara
sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para pihak. Dalam hal
ini, pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara isbat nikah, baik
perkara isbat nikah terhadap anak di bawah umur ataupun bukan. Penelitian
tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu
sama-sama membahas tentang penetapan hakim terhadap dispensasi nikah di
bawah umur. Namun perbedaanya dengan penelitian tersebut yaitu terletak
pada kerangka ~masalahnya. Yang mana dalam penelitian  penulis

mendeskripsikan tentang landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam

memberikan dispensasi nikah terhadap pasangan nikah sirri di bawah umur.

20 patimah Nurmayasari Rahmatiah, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah
Anak Di Bawah Umur, Journal Latishadun, Vol. 3, No. 1, 2021, him. 15.
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E. Kerangka Teori

Anak semestinya memiliki perlindungan atas suatu hal yang memiliki
akibat negatif bagi tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun psikisnya.
Karena adanya pernikahan dinii, maka orang tua dalam memberikan
perlindungan kepada anaknya akan berkurang dikarenakan tanggung jawab
yang dialihkan kepada suaminya. Dalam hal ini seharusnya anak perlu
dihindarkan dari pernikahan dini karena akan berefek pada tumbuh
kembangnya, secara fisik maupun psikisnya. Dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak termuat mengenai ancaman
pidana bagi orang yang melanggarnya. Mengenai masalah tentang nikah dini,
di dalam UU pasal 82 mengenai Perlindungan Anak disebutkan bahwa
“barangsiapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat pidana penjara 5-15
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“**

Pada hakikatnya adanya perlindungan anak memiliki tujuan agar
terlaksanakannya dua hal vyakni hak-hak anak terpenuhi dan anak
mendapatkan kesejahteraan. Para orang tua dan pihak yang bersangkutan
harus mempertimbangkan dua tujuan di atas. Anak harus mendapatkan yang
terbaik, jadi kepentingan anak harus diutamakan. Semua pihak yang
bersangkutan mengenai dispensasi kawin diwajibkan untuk memperhatikan

secara serius tentang hak anak tersebut dan kesejahteraan anak tersebut secara

21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 82.
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fisik maupun psikisnya. Orang tua memiliki peran utama dalam terciptanya
perlindungan anak serta kesejahteraan seorang anak. Walaupun di dalam
undang-undang perkawinan menyebutkan mengenai batas umur seseorang
dalam melakukan perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria
dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Dari sini maka diharapkan orang
tua mampu berfikir secara bijaksana dalam memberikan izin dan dalam
mengambil sebuah keputusan mengenai pernikahan anak mereka. Orang tua
memiliki kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang
mana di dalam isi undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “tanggung
jawab serta kewajiban orang tua yaitu mencegah terjadinya perkawinan
pada usia anak.” Mengenai seseorang dikategorikan pada usia anak diatur
dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 “anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.”** Memang terdapat perbedaan usia pada kategori anak untuk
diperbolehkannya  menikah  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang
Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak namun dari perbedaan
tersebut tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pemenuhan hak tumbuh
kembang dan kesejahteraan hidup anak secara fisik maupun psikisnya.
Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam perkawinan,
dalam pelaksanaannya di masyarakat banyak terjadinya perkawinan di bawah

umur. Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu: (a) Pernikahan di

22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).
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bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih
virgin, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. (b) Pernikahan di
bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi
kebobrokan moral dan akhlak.?

Jika memandang pada ketetapan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak secara lugas telah
memberikan larangan terhadap perkawinan dini yang mana pernikahan
seseorang di bawah 18 tahun, demikian pula yang terdapat pada pasal Nomor
16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7
ayat 1 yang membatasi usia diizinkannya melakukan perkawinan jika telah
mencapai usia 19 tahun. Tetapi, pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan terdapat penyimpangan di mana diperbolehkannya
perkawinan dini dengan syarat dispensasi nikah. Sekilas antara UU
Perkawinan dan Perlindungan Anak terjadi suatu kontradiksi di dalamnya.
Dengan adanya kontradiksi pasal-pasal di antara kedua undang-undang
tersebut maka perlu adanya ketelitian hakim dalam mencari penyelesaian
mengenai dispensasi nikah.

Larangan perkawinan di bawah umur yang diberlakukan oleh pemerintah
memiliki alasan yang positif. Demikian pula dalam agama, memperbolehkan
perkawinan dini juga memiliki sisi positif. Melihat dari permasalahan
tersebut, Hakim harus melinat mana manfaat atau maslahat yang lebih utama

untuk dilaksanakan. Seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

23 Muhammad Muhyiddin, Nabi Aja Kagak Nikah Dini!, (Yogyakarta: Diva Press,2006),
him. 33.
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yang tidak jauh berbeda, di mana pasal 15, KHI mengatakan bahwasannya
batasan usia pernikahan persis seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 7
Undang-Undang  Perkawinan.  Begitupun  juga  mengenai  dispensasi
perkawinan di bawah usia. Hal yang membedakannya, di dalam KHI terdapat
keterangan mengenai kenapa dispensasi tersebut dapat diizinkan, yakni untuk
kemaslahatan keluarga maupun rumah tangga.?

Namun Kkenyataanya, kebanyakan dalam perkawinan dini bukannya
menimbulkan sebuah kemaslahatan namun berakhir pada sebuah perceraian.
Di sisi lain banyak akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dini seperti
kematian saat hamil atau melahirkan dikarenakan usia yang terbilang masih

sangat muda.?
Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara ilmiah yang berurutan secara
sistematis yang dimiliki dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan fungsi
dan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data maupun melakukan
peninjauan informasi dan data yang telah diperoleh. Adapun penelitian skripsi
ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field

resarch) yaitu suatu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran

24 Kompilasi Hukum Islam {KHI), Pasal 15.

2° http://www.depag.go.id/indek.php?a=detilberita7id=3955. Dikutip 5 Agustus 2021.
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sumber data di lapangan sebagai objek penelitian.?® Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan landasan hukum serta pertimbangan yang
digunakan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap pasangan
di bawah umur serta melengkapi pembahasan tentang bagaimana
perspektif magqasid asy-syari’ah terhadap penetapan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu tertuju pada
pemecahan dengan menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi

terhadap pendapat hakim terkait, 2’

mengenai pemberian dispensasi nikah
pada seseorang yang telah melakukan nikah sirri di bawah umur serta
menganalisa terhadap argumentasinya yang akan dihadapkan dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan magqasid
asy-syari’ah.
3. Pendekatan Penelitian
Pentingnya suatu pendekatan dalam sebuah penelitian. Pendekatan
yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,
dengan kata lain meneliti data berdasarkan bahan hukum utama dengan

cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal

%6 Hendro Darmawan, dkk. Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan
Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), him. 644.

27 \Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian limiah, (Bandung: Tarsito, 1990), him. 139.



20

ini, kaitannya dengan penetapan perkara yang ada di Pengadilan Agama
Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk
mencari sumber informasi, antara lain :
a. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu,
dilakukan oleh dua pihak vyaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan.’® Dalam hal ini penulis
melakukan wawancara secara mendalam dengan melakukan tanya
jawab secara langsung kepada dewan hakim di Pengadilan Agama
Bantul yang menangani penetapan perkara Nomor
126/Pdt.P/2019/PA.Btl.
b. Dokumentasi
Dokumentasi ~ yaitu metode mencari data mengenai hal-hal
berupa catatan, buku, transkip, majalah, notulen dan lain sebagainya
yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.?°
Dalam hal ini metode dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu

dengan mengambil data yang diperoleh dari dokumen berkas

28 | exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2007), him. 186.

29 suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rieneke
Cipta, 2002), him. 206.
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perkara, ataupun literatur lainnya yang membahas tentang pemberian
dispensasi nikah terhadap perkawinan sirri di bawah umur yang
berupa buku, skripsi, jurnal, thesis, media online, dan karya tulis
fimiah lainnya.
5. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penulis gunakan
adalah analisis kualitatif induktif, artinya apabila data sudah terkumpul
kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang

logis kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memuat lima bab pembahasan yang terdiri dari :

Bab Pertama, dengan uraian tentang pendahuluan yang di dalamnya
memuat latarbelakang tentang kegelisahan penulis atas pemecahan masalah
yang diteliti. Yang kemudian kegelisahan intelektual penulis dituangkan
dalam bentuk rumusan masalah, untuk menjawab rumusan masalah maka
ditentukanlah tujuan penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang
manfaat penelitian yang diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai
implikasi dari penelitian ini baik secara teoritis maupun kontribusi praktisnya.
Pembahasan terakhir adalah sistematika pembahasan guna memberikan

gambaran umum tentang uraian global dalam penelitian ini.
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Bab Kedua, Gambaran Tentang Nikah Dini dan Dispensasi Nikah.
Menguraikan tentang konsep dasar pernikahan yang di dalamnya memuat
definisi nikah dini, batasan usia perkawinan perspektif hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, faktor terjadinya nikah
dini. Sub bab kedua; pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi
nikah, sebab-sebab dispensasi nikah, prosedur dispensasi nikah.

Bab Ketiga, pengumpulan data. Penulis akan membahas perkara
pemberian dispensasi nikah terhadap pasangan nikah sirri di bawah umur di
Pengadilan Agama Bantul. Dalam hal ini akan disertakan gambaran umum
tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bantul, visi dan misi, lokasi
penelitian mengenai lokasi dan letak geografis, struktur organisasi Pengadilan
Agama Bantul. Kemudian membahas tentang latarbelakang pengajuan
perkara, serta landasan hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim
dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah terhadap pasangan nikah
sirri di bawah umur,

Bab Keempat, analisis. Membahas analisa terhadap data hasil penelitian.
Adapun sub bab yang pertama, analisa terhadap landasan hukum serta
pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul
dalam menetapkan perkara dispensasi nikah ditinjau dari UU Perkawinan dan
UU Perlindungan Anak, sub bab yang kedua analisa perspektif magasid asy-

syari’ah terhadap perkara dispensasi nikah No. 126/Pdt.P/2019/PA.Btl.



23

Bab Kelima, sebagai penutup dalam rangkaian penelitian ini. Dalam bab
ini hanya memuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bab

sebelumnya serta saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil temuan

dalam penelitian.



BAB |1

GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN DISPENSASI NIKAH

A. Pemikahan Dini

1. Pengertian Nikah Dini

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini
terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. ‘“Pernikahan” dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita Sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.' Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pagi sekali sebelum waktunya.?
Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini
adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai
batas usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang untuk
menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah
pernikahan di bawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap

untuk melaksanakan pernikahan.> Menurut Undang-Undang Nomor 16

! Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), him. 33.

% Eka Rini Setiawati, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami

dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, Journal Jom FISIP,
\Vol. 4, No. 1, 2017, him. 4.

24



25

Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria
dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilas belas) tahun.*

Jadi pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang
laki-laki dan seorang wanita di bawah umur, artinya keduanya masih di
bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon
mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua
calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga
belum siap dalam hal materi.®

2. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun dan syarat nikah merupakan dua unsur yang harus terwujud
untuk sahnya sebuah pernikahan. Namun begitu, secara definitif, kedua
kata tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan di mana rukun
diartikan sebagai sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan
bagian yang mewujudkannya, sementara syarat adalah sesuatu yang
berada di luar rangkaian suatu amalan dan bukan merupakan unsur yang
mewujudkannya.®

Secara terperinci, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14
disebutkan bahwa yang menjadi faktor syarat sahnya perkawinan tersebut

adalah: adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali

* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan.

® Rahmatiah HI, Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, Journal al-Daulah, Vol. 5, No. 1,
2016, him. 149.

® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), him.
59.
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untuk mempelai perempuan, ada saksi dari kedua belah pihak, ijab dan

gabul. Sedangkan yang menjadi rukun dalam sebuah perkawinan yaitu,

mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam, mempelai laki-
laki tidak termasuk mahram bagi calon istri, wali akad nikah dari
perempuan bersedia menjadi wali, kedua mempelai tidak dalam kondisi
ihram, dan pernikahan tersebut berlangsung tanpa adanya paksaan.” Jika
syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka hukum perkawinan tersebut
tidak sah.®

Ulama’ fikih menetapkan hukum melakukan pernikahan pada
dasarnya adalah sunnah tergantung pada tingkat maslahatnya. Meskipun
asal hukum nikah adalah sunnah, namun dapat berubah menurut ahkamul
khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan.’® Adapun penjelasan
dari hukum pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

1) Nikah hukumnya wajib, apabila seseorang telah mempunyai
kemampuan dan merasa khawatir akan terjerumus ke lembah
maksiat.

2) Nikah hukumnya sunnah, apabila seseorang telah mempunyai
kemampuan tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus ke

dalam perbuatan zina.

" Jamaluddin, Nanda Amelia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Press,
2016), him. 49.

8 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14.

® Moh. Syaifullah al-Aziz, Figh Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), him. 473.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dikutip dari penetapan pemberian
dispensasi nikah No. 126/Pdt.P/2019/PA.Btl oleh Majelis Hakim di
Pengadilan Agama Bantul maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam penetapannya pada perkara pengajuan
dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur, beliau sangat
tidak membenarkan adanya perkawinan sirri di usia dini sebagai dalih
melegalkan hukum agama sebab terhalang oleh ketentuan hukum negara.
Majelis Hakim juga berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh
hal-hal yang dilarang agama perlu diberikan dispensasi nikah kepada
anak Pemohon tersebut, landasan hukumnya hal mana sesuai ketentuan
dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya dalam hal pertimbangan hakim menetapkan dispensasi nikah
kepada anak pemohon, bila dilihat dari alasan utama pengajuan
dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bantul adalah dalam rangka
mengurus Akta Kelahiran calon anak mereka di samping untuk
mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri.
Maka Majelis Hakim menganggap perlu memberikan kepastian hukum
untuk kelahiran si calon anak sehingga mengesampingkan status kedua
orang tua yang hendak melaksanakan pernikahan pada usia anak. Hal ini

dilakukan sebagai upaya untuk mempertegas dalam memberikan
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perlindungan anak. Dalam hal ini penetapan Majelis Hakim didasarkan
pada Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal
100 KHI, sejalan dengan hukum negara yang apabila permohonan
pemohon ditolak/tidak dikabulkan akan memiliki dampak negatif bagi
status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang
dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Sehubungan dengan
keharusan memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
menyebutkan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang
tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak”.

Penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl, jika
dilihat dari kacamata magasid asy-syari’ah, akan menimbulkan lebih
banyak mafsadat dari pada maslahahnya. Adapun maslahahnya di
antaranya, Pertama, dapat memelihara agama (hifz ad-dmn) yaitu
melakukan nikah sirri terlebih dahulu  sebelum akhimya hamil dan
kemudian mengajukan dispensasi nikah, sebagaimana sesuai dengan
tujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama sehingga
terhindar dari perbuatan zina. Kedua, dapat memelihara keturunan (hifz
an-nasl), yaitu dalam rangka untuk mengurus Akta Kelahiran calon anak
mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan
para pemohon itu sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan

untuk memelihara keturunan mereka, yang apabila permohonan pemohon
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ditolak/tidak dikabulkan akan memiliki dampak negatif bagi status anak
yang dilahirkan di mata hukum. Sedangkan mafsadatnya di antaranya,
tidak dapat memelihara akal (hifz al-‘aql}, karena dapat merenggut
kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan., tidak dapat
memelihara harta (hifz al-mal), karena berdampak pada ketidaksiapan
ekonomi sehingga kesejahteraan keluarga tidak terpenuhi., kemudian
yang terakhir tidak dapat memelihara jiwa (hifz an-nafs)., karena
mengandung resiko terhadap reproduksi wanita yang rawan akan
kematian. Kesimpulannya, penerapan perkara dispensasi nikah Nomor
126/Pdt.P/2019/PA.Btl. tidak sesuai dengan konsep magdasid asy-

syari’ah, karena terdapat beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan.

B. Saran

1.

Pernikahan sirri kebanyakan dilakukan oleh pemuka agama atau pemuka
adat setempat, untuk itu pihak pemuka agama dan pemuka adat ini harus
mendapatkan bimbingan dari Kantor Urusan Agama sebagai bagian dari
pemerintah  dan merupakan lembaga pelaksana perkawinan menurut
perundang-undangan yang berlaku, karena pihak pemuka agama dan
pemuka adat tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat,
sehingga secara tidak langsung dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang perkawinan secara hukum Islam maupun hukum
negara.

Ketika membahas mengenai perkawinan di Indonesia, tentu Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi rujukan utama yang
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dianggap menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan di
Indonesia. Mulai dari pengertian perkawinan, syarat-syarat hingga
prosedur-prosedur dalam pelaksanaan perkawinan. Namun dalam halnya
dispensasi perkawinan yang berkaitan terhadap perlindungan anak, maka
dalam menentukan dasar hukum pelaksanaanya, hendaknya Majelis
Hakim juga mendahulukan undang-undang yang mengatur tentang
perlindungan hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak
Nomor 17 Tahun 2016. Karena pada dasarnya, pelaksanaan dispensasi
perkawinan tidak bisa mendegradasikan pelaksanaan perlindungan anak
di Indonesia. Selain itu, mengingat dampak buruk pelaksanaan
perkawinan, tentu saja harus menjadi pertimbangan untuk mencegah
terjadinya perkawinan usia anak pasca dispensasi pernikahan.

Kemudian mengenai perkawinan di bawah umur, diharapkan antara UU
Perlindungan Anak dan UU Perkawinan dapat sejalan, dengan cara
memperbaiki atau melakukan revisi terutama pada Pasal 7 ayat (2)
tentang  dispensasi nikah yang dinilai  memperbolehkan adanya
pernikahan di bawah umur. Dikarenakan jika dikaitkan dengan Pasal 26
ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di antara
ketetapan tersebut saling berlawanan.

Perlu adanya revisi juga tentang perbedaan umur pada kedua undang-
undang, yang dikategorikan dalam usia anak pada Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang 17 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 16
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Tahun 2019 agar kedua undang-undang tersebut dapat sejalan dalam

mengatur kedewasaan umur pada pernikahan.
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